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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMoR ss / PL.O2.2-Kptl 63 | Prov / vu / 2o2O

TENTANG

PERSYARA?AN PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK

ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DAI,AM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5

ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan 1[akil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil

Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan

tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik dalam Perni'lihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Pmvinsi Kalirnantan

Selatan Tahun 2020.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun

1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

Nomor 10 Tahun L957 antara lain mengenai

Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan

Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1 106);
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapa.n Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor I Tahun 2O14 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Medadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir denga.n Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undaag Nomor 2 Tahlurr 2O2O

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun

2AL4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Mer{adi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang (l,embaran Negara Republik lndonesia Ta.hun

2O2O Nomor 193, Tambahan kmbaral Negara

Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2O17 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota {Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O17 Nomor 826) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemillhan Umum Nomor 3 Tahun 2O17

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 159);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ol9 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wdi Kota Tahun 2O2O (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 9O5),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
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Memperhatikan

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ol9 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubernur, Bupa.ti dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wdi Kota Tahun 2O2O (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 615);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258|PL.O2-

Kpt/ 0 I / KPU /Vl I 2O2O tentang Penetapan Pelaksanaan

Pemiliheur Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil gqp6.6, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak l^anjutan Tahun 2020;

l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan Selatan Nomor: 63 | PL.O1.7 -Kpt/63/KPU-

ProvlV l20l9 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pernilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Frovinsi

Kalimantan Sblatan Nomor: 73/PL.01.9-

Kpt/631 Pmv/VIII/ 20 I 9 Tentang Penetapan Perolehan

Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Keputusan Ibmisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor

L2a I PL.O2.2-Kptl 63 / Prov / )<11 | 2Ol9 tertang Pedoman

Teknis Pencalonaa Dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubemur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor

35lPL.O2-Kpt/63/ProvlVl/2O20 tentang Penetapan

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wekil Gubernur

Kalimantan Selatan lanjutan Tahun 2O2O;

5. Keputusan Ifumisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor

36/PL.O2-Kptl63lProvlWl2O2O tentang Perubahan

Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Nomor 94lPL.O2-Kptl63lProv/><Il2Ol9

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
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Menetapkan

KESATU

Penyelenggaraan pgmilihan Gubemur dan Wakil

Gubernur Ihlimantan Selatan Tahun 202O;

6. Berita Acara Rapa.t Pleno Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 521PL.02.2-

BA/63/Prov/VIlIl2O2O tanggal 13 Agustus 2O2O

tentang Penetapan Keputusa-n Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Kalimantan Selatan tentang Persyaratan

Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik atau

Gabungaa Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Iklimantan Selatal Tahur 2020;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN TEI.ITANG PERSYARATAN

PENCAIONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK

DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK DAI,AM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN

SELATAN TAHUN 2020.

Menetapkan Persyaratan Pencalonan Pasangan Catron dari

Partai Politik atau Crabungan Partai Politik dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun

2O2O, yaitta:.

a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

memperoleh paling sedikit 1 1 (sebelas) kursi dari 55

kursi hasil Pemilihen Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Iblimantan

Selatan Tahun 2Ol9; atalu

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

memperoleh paling sedikit 499.043 (empat ratus

sembilan puluh sembilan ribu empat puluh tiga)

snara sah dai 1.996.L71 (satu juta sembilan ratus

sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu)

akumulasi suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

IGlimantan Selatan Tahun 2019.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU huruf b berlaku bagi Pafiai Politik yang memiliki

kursi di Dewan Per:wakilan Rakyat Daerah Provinsi

KEDUA
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KETIGA

Kqlirnenfnn Setatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019,

yaitu:

1. Partai Kebangkitan Bangsa;

2. Partai Gerindra;

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

4. Partai Golongan lkrya;

5. Partai NasDem;

6. Partai IGadilan Sejahtera;

7. Partd Persatuan Pembangunan;

8. Partai Amanat Nasional;

9. Partai Hati Nurani Rakyat

10. Partai Demokrat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMIUHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

SARMUJI

nd

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Hukum, Teknis dan Hupmas


